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TENTAI\G
PEI{ETAPAhI STAI{DAR PELAYANAFT

PADA INSPEKTORAT DAERAII KABT]PAITN MANG'GARAI TIMI}R

INSPEKTT'R DAERAII KABT]PATEN MANGGARAI TIIWT]R,

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai

dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang bailq dan guna mewujudkan

kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang t€rkait dengan penyelenggaraan

pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar

pelayanan;
bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas
penyelenggaraan pelayanan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Standar

Pelayanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan

daeratrdaerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur,
(Lembman Negara Republik lndonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor Wag\:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tatrun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor I12, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503 8);
Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2014 tnntang Pemerintatran Daerah (Lembaran

Negara Repubtik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5584 sebagaimana telah diubah beb€rapa kdi terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembararl

Negara Republik Indonesia Tatrun 2020 Nomor Z4i,Tanbhanl*mhan Negara
Republik Indonesia Nomor 657 3);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birolrasi 2O1U2025;
Peraturan Pernerintah Nomor 96 Tahun 2012tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tatrun 2009 tentang Pelayanan Publik (l,embaran Negara RI Tatrun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 535?;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.

@eritaNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Peraturan Da€rah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009,

3.

5.

7.



9.

Tambatran Lernbaran Daerah hovinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0082)
sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 terrtang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tatrun 2006 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Te,nggara Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara TimurNomor 0l l7);
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Ksja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan @erita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2019 Nomor 005);
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2019 tentang
Perubalran atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 ta|lnm 2019
Kedudukano Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
(kmbman Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 094).

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABT]PATEN MANGGARAI TIMUR
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA INSPEKTORAT
DAERAH KABT]PATEN MANGGARAI TIMUR

stmdar Pelayanan pada tnspekilorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kepufusan yang merupakan bagian yang
tidak terpisah dari keputusan ini.
Standar Pelayanan pada tnspektorat Daeratr Kabufhten Manggarai Timur, meliputi
Standar Pelayanan Penanganan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat.
Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam penyelenggaraan Keputusan ini wajib
dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan sebagai acuan dalarn penilaian kinerja
pelayanan oleh pimpinan penyelenggar4 aparat pengawas dan masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik;
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalan penetapan keputusan ini.
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